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ABSTRAK 
Kecenderungan pencampuradukan ‘pemisahan diri’ dari negara induk (secession) dengan 
cara melalui ‘penentuan nasib sendiri’ (self-determination) membawa konsekuensi 
berdasarkan hukum internasional. Resolusi Majelis Umum PBB 1514,  No. 1541 (XV) 
Tahun 1960 dan UN Convention on Humat Rights 1966 tidak membedakan antara hak 
menentukan nasib sendiri yang bersifat ‘ke dalam (internal self-determination)’ dengan 
hak menentukan nasib sendiri yang bersifat ‘ke luar (external self-determination)’. 
Sejatinya, penentuan ‘nasib sendiri’ tidak dimaksudkan sebagai hak untuk merdeka, 
namun hanya otonomi khusus (self-rule). Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan 
Parlemen Catalunya pada tanggal 27 Oktober 2017 yang sebelumnya merupakan sebuah 
daerah otonom khusus di Spanyol, menjadi negara Republik Catalunya. Fokus kajian 
dirumuskan dalam dua masalah pokok, yaitu: (1) apakah pemisahan diri (secession) 
Catalonia dapat dikategorikan bagian dari penentuan nasib sendiri (self-determination)? 
(2) apakah tanpa pengakuan negara-negara, khususnya Uni Eropa, pernyataan 
kemerdekaan sepihak Catalonia bermakna secara hukum internasional? Tujuan tulisan 
hukum ini untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam menentukan kegagalan dan 
keberhasilan suatu ‘pemisahan diri secession’ perspektif  hukum internasional serta 
hubungannya dengan implikasinya. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisannya 
bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan 
sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi. Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, 
dijelaskan, kemudian dianalisis. Sifat deskriptif bertujuan guna melukiskan tentang suatu 
hal pada tempat tertentu dan pada saat tertentu pula. Sumber data yang dipergunakan 
berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan guna 
mendapatkan landasan teoretis berupa bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam 
konvensi dan resolusi, bahan hukum sekunder berupa pendapat dan tulisan-tulisan para 
ahli, serta bahan hukum tersier berupa black law serta dictionary of law. Hasil penelitian 
menyimpulkan: (1) pemisahan diri Catalonia dikategorikan bagian dari penentuan nasib 
diri sendiri, dalam artian internal; (2) pengakuan negara-negara terhadap pernyataan 
kemerdekaan sepihak Catalonia, terikat pada komitmen negara-negara yang berhubungan 
langsung dengan negara Spanyol seperti halnya Uni Eropa, kecuali di luar itu pengakuan 
kadang diberikan. 
Kata kunci: Pemisahan diri, Penentuan nasib sendiri, Referendum.  
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A. PENDAHULUAN 
Pemisahan diri (secession) merupakan pembentukan suatu negara baru yang dilakukan 
melalui pemisahan unsur-unsur kedaulatan suatu negara asalnya. Teori mengenai ‘pemisahan 
diri’ muncul setelah abad ke-19. Istilah ‘pemisahan diri’ merupakan perjalanan perlahan atau 
evolusi dari implementasi dari pemikiran tentang ‘penentuan nasib sendiri (self-determination) 
setelah era kolonialisme berakhir. Pada dasarnya upaya ‘pemisahan diri’ yang dilakukan oleh 
suatu daerah atau wilayah tertentu dalam suatu  negara  selalu  dipicu  oleh  ketidakpuasan  
terhadap  kinerja  pemerintah.  Hal  ini kemudian melahirkan aksi-aksi separatisme.  
 Catalunya, sebuah wilayah otonom di timur laut Spanyol, ingin merdeka dan 
melepaskan diri dari negara Spanyol. Untuk merealisasikan keinginannya itu, pemerintah 
otonom dan masyarakat Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 1 
Oktober 2017.2 Hasil referendum menunjukkan 90% dari 2,25 juta pemilih memutuskan untuk 
merdeka dan melepaskan diri dari Madrid. Namun, Pemerintah Spanyol menganggap 
referendum tersebut ilegal dan menolak mengakuinya. 
Pada perkembangannya, instrumen dari separtis yang ada  mengalami  perkembangan.  
Salah satunya melalui sentimen olahraga. Klub sepakbola  sebagai  intrumen separatis telah 
berkontribusi dalam upaya pemisahan diri yang ingin dilakukan oleh bangsa Catalan.3  Catalan 
telah merepresentasikan kesentimen bangsanya pada  Barcelona  Football Club (FC) atau lebih 
dikenal luas dengan Barcelona FC.4  Klub sepakbola ini mampu  menarik  perhatian  dunia,  
tidak  hanya  pada sepak  bola  mereka, namun  lebih dari itu,  mampu  mengajak  penggemarnya  
diseluruh  dunia  untuk  mengetahui kondisi sosial dan politik bangsa Catalan dalam upayanya 
melakukan referendum.  
                                                          
2Humphrey Wangke, “Referendum Kemerdekaan Catalunya Dari Spanyol”,  Majalah Info Singkat Hubungan 
Internasional, Vol. IX, No. 20, Okt. 2017, hlm. 5.  
3Catalan merupakan julukan bagi warga yang mendiami Catalonia, wilayah yang berbatasan dengan Perancis 
bagian selatan Laut Mediterania disebelah timur serta wilayah Spanyol Aragon dan Valencia di barat. Catalonia 
terdiri dari empat sub provinsi, yakni Barcelona, Girona, Leida dan Tarragona. Catalonia beribu kota di Barcelona 
(kota terbesar kedua di Spanyol) setelah Madrid. Bangsa Catalan tidak pernah merasa diri mereka sebagai bagian 
dari Spanyol. Kerajaan Spanyol menaklukkan wilayah Catalonia pada tahun 1714 dan sejak saat itu, selama tiga 
abad rakyat Catalan terus berjuang untuk memisahkan diri dan menjadi bangsa sendiri dan upaya tersebut bahkan 
memicu perang saudara tahun 1930. Seusai perang saudara, diktator Jenderal Francisco Franco yang berkuasa, 
melarang semua budaya dan bahasa Catalan. Dengan adanya kebijakan itu warga Catalan merasa nasionalisme di 
Catalan telah dipangkas. Lihat, “Sejarah Konflik Bangsa Catalan Dengan Spanyol” 
http://jejaktamboen.blogspot.co.id/2013. 
4Barcelona atau Barca adalah sebuah klub sepak bola profesional yang berbasis di Barcelona, Catalonia, Spanyol. 
Didirikan pada tahun 1899 oleh sekelompok Swiss, Inggris dan Catalan. Klub telah menjadi simbol budaya 
Catalan dan Catalanism dengan motto Mes que un club (Lebih dari sekedar klub). Para pendukung merasa 
memiliki, mengerti dan mengoperasikan Barcelona. Simbol perjuangan dan identitas bangsa Catalan disematkan 
pada pundak Barcelona. Bangsa Catalan berharap kampanye kemerdekaan Catalonia akan dilihat dan didengar 
oleh seluruh dunia melalui Barcelona FC. 
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Nasib bangsa Catalan membaik sejak Spanyol menganut sistem demokrasi pada tahun 
1977 pasca kematian Francisco Franco. Bangsa Catalan memperoleh status otonomi di tahun 
1979. Namun pemberian itu tidak juga meredam gerakan-gerakan untuk memisahkan diri. 
Penyebabnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Spanyol yang dinilai 
mengabaikan hak-hak bangsa Catalan. Suatu gerakan memisahkan diri bangsa Catalan 
memuncak melalui gelombang nasionalisme Spanyol. Nasionalisme itu tumbuh ketika di tahun 
2006 Parlemen Catalonia meloloskan Undang-Undang Otonomi Lebih Luas.  
Bersamaan dengan meningkatnya gerakan-gerakan pro kemerdekaan, bangsa Catalan 
mulai menunjukkan perbedaannya dengan Spanyol. Catalonia menjadi wilayah pertama di 
Spanyol yang melarang adu banteng yang selama ini sebagai ciri khas negara itu. Sekolah di 
Catalan menggunakan bahasa pengantar bahasa Catalan. Bahasa Spanyol menjadi bahasa 
pengantar kedua. Tujuan tulisan hukum ini untuk mengetahui faktor-faktor kunci dalam 
menentukan kegagalan dan keberhasilan suatu ‘pemisahan diri secession’ perspektif  hukum 
internasional serta hubungannya dengan implikasi hukumnya yang akan dialami oleh negara 
induknya, yaitu Spanyol dan para secessionist.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apakah pemisahan diri (secession) Catalonia dapat dikategorikan bagian dari self-
determination? 
2. Apakah tanpa pengakuan negara-negara, pernyataan kemerdekaan sepihak 
Catalonia bermakna secara hukum internasional? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh dari kajian kepustakaan (library reserach) guna mendapatkan landasan teoretis 
berupa pendapat dan tulisan-tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam library research dengan 
membaca literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pengertian data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan 
konvensi-konvensi internasional, khususnya yang berkaitan dengan ‘pemisahan diri’ dan 
referendum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi: (1) 
bahan hukum primer, yaitu bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan 
mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan peraturan hukum 
internasional, yakni (a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; (b) Resolusi-Resolusi PBB; serta 
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(c) International Covenant on Civil and Political Rights; (2) bahan hukum sekunder, yaitu 
bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti jurnal, internet, hasil-
hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari pendapat hukum para ahli hukum internasional, fakta 
hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, prinsip-prinsip hukum 
internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, yang berkaitan dengan 
pemisahan diri  wilayah Catalonia menjadi negara merdeka ditinjau berdasarkan hukum 
internasional; (3) bahan hukumtersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, ensiklopedia, 
dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, meliputi: (1) kajian 
pustaka, yaitu penulis mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan 
mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas. Metode analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan 
kajian. Analisis yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang 
sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. 
Metode analisis data yang penulis pergunakan ialah analisis kualitatif. Data yang diperoleh 
akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk 
menggambarkan hasil kajian. Untuk selanjutnya disusun dalam paparan artikel ini. Data yang 
telah terkumpul itu diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu 
pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik 
kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas. 
Spesifikasi yang digunakan dalam penulisannya bersifat deskriptif analitis, yaitu 
menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang 
mempengaruhi. Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. 
Sifat deskriptif bertujuan guna melukiskan tentang suatu hal pada tempat tertentu dan pada saat 
tertentu pula.  
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Landasan Konsepsional  
a) Konsep Pemisahan Diri (Secession) dan Secessionist 
‘Pemisahan’ berasal dari bahasa Latin Secessio berarti ‘penarikan suatu kelompok dari 
entitas yang lebih besar’. Ancaman pemisahan diri dapat menjadi strategi untuk mencapai 
tujuan yang lebih terbatas. Secession atau ‘pemisahan diri’ merupakan istilah yang dipakai 
untuk menggambarkan suatu kelompok atau bangsa dalam suatu negara yang ingin mendirikan 
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negara merdeka sendiri lepas atau berpisah dari negara induk atau negara asalnya. ‘Pemisahan 
diri’ dari negara induk bukanlah hak tapi sesuatu yang dapat saja diperjanjikan. Konflik internal 
yang terjadi di suatu negara, dapat berakibat pemisahan dan lepasnya suatu wilayah negara 
(secession) dan berdirinya negara baru.5 Konflik internal pada hakekatnya merupakan masalah 
dalam negeri suatu negara (bukan masalah internasional). Namun terdapat kaidah-kaidah 
hukum humaniter guna melindungi masyarakat sipil saat terjadi konflik bersenjata, 
perlindungan integritas teritorial negaraterutama terhadap pihak luar yang berupaya melakukan 
intervensi.6 
Pemisahan diri dari ‘negara induk’ dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar, 
selama mekanisme dan cara pemisahan diri itut dilakukan secara demokratis, aman, dan 
damai.7 Sering ada kecenderungan pencampuradukan konsep pemisahan diri dari negarainduk 
dengan konsep hak menentukan nasib sendiri (right to self determination), yang mana 
sebenarnya keduanya berbeda.8 ‘Secessionist’ merupakan seorang atau kelompok yang 
mendorong, mengkampanyekan atau mendukung proses pemisahan diri dari otoritas agama 
politik.9 Secessionist ialah seorang atau kelompok yang menginginkan pemisahan wilayah dan 
populasi dari suatu negara tanpa persetujuan dari negara itu. Istilah ‘pemisahan diri’ di dalam 
hukum internasional, secessionist muncul karena menganggap mereka mempunyai ‘hak untuk 
memisahkan diri’.  
Secessionist umumnya menggunakan konsep ‘pembentukan negara baru’ melalui ‘hak 
memisahkan diri’. Hal ini dilakukan atas dasar tidak dipenuhinya ‘hak penentuan nasib sendiri’ 
secara internal, pelanggaran hak-hak fundamental, diskriminasi dan tidak adanya upaya solusi 
penyelesaian konflik dari pemerintah berkuasa. Pembentukan negara baru melalui pemisahan 
diri merupakan permasalahan yang diatur oleh fakta dan bukan hukum. Sehingga hukum 
internasional bersikap netral dengan tidak membolehkan dan tidak melarang pemisahan diri. 
Lahirnya konsep hak memisahkan diri melalui doktrin remedial secession dalam hukum 
internasional dari sudut pandang de lege lata maupun de lege ferenda masih lemah dalam 
praktiknya dan untuk dapat diterima oleh masyarakat internasional.  
                                                          
5Suharyo, dkk., “Interaksi Hukum Nasional dan Iternasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme 
di Indonesia”, Laporan  Akhir Tim Penelitian Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm 1. 
6Syamsul Hadi, dkk., Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara: Konflik Lokal dan Dinamika Internasional, Cires 
FISIP UI & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 242. 
7Suharyo, dkk., “Interaksi Hukum Nasional dan Iternasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme 
di Indonesia”, Laporan  Akhir Tim Penelitian Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 39. 
8Muchtar Pakpahan, Ilmu Negara dan Politik, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2006, hlm. 242. 
9Black’s Law Dictionary,   
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Kriteria-kriteria untuk suatu secessionist mempunyai hak memisahkan diri dalam 
doktrin remedial secession yaitu tidak dipenuhinya hak penentuan nasib sendiri secara internal, 
pelanggaran hak-hak fundamental, diskriminasi dan tidak adanya upaya solusi penyelesaian 
konflik. Berdasarkan kriteria-kriteria itu. Secessionist tidak mempunyai hak memisahkan diri 
karena tidak memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang persyaratkan oleh doktrin remedial 
secession. 
b) Konsep Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination) 
Terminologi ‘penentuan nasib sendiri (self determination) suatu bangsa pada 
prakteknya di abad 18 pada Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hak ini berkembang 
sejalan dengan permasalahan etnis dan pemberontakan dari etnis di Amerika dan Eropa.10 
Awalnya prinsip hak menentukan nasib sendiri hanya ditujukan pada dua hal: (1) daerah 
Perwalian (trusteship territories). 
Bab XII dan XIII Piagam PBB, khususnya Pasal 77 Piagam PBB mengatur Daerah 
Perwalian: (a) wilayah-wilayah yang ada di wilayah mandat; (b) wilayah-wilayah yang 
dilepaskan dari negara musuh sebagai akibat Perang Dunia Kedua; (c) wilayah-wilayah yang 
secara sukarela ditempatkan dalam sistem perwalian secara sukarela oleh negara-negara yang 
bertanggungjawab terhadap pemerintahan mereka; dan (2) wilayah-wilayah tak 
berpemerintahan sendiri (non self governing territories). Hak menentukan nasib sendiri 
ditujukan pada non self governing territories (Bab XI Piagam PBB).11 Non self governing 
territories sebagai wilayah-wilayah koloni atau jajahan.12 Non self governing territories masih 
belum jelas karena Pasal 73 Piagam PBB hanya menyebutkan territories whose people have 
not yet attained full measure of self government. 
Non self-governing territories bermakna ‘wilayah yang secara geografis terpisah, 
secara etnik dan kultur berbeda dari negarayang mengelola administrasinya, dan berada dalam 
posisi sub ordinasi dengan negara induknya’. Historisnya hal ini ditujukan dalam pelaksanaan 
hak menentukan nasib sendiri ini untuk wilayah-wilayah koloni negara-negara Eropa, yaitu 
Asia Afrika.13 Terminologi ‘penentuan nasib (self-determination)’ memiliki dua perspektif: (1) 
berkaitan dengan dekolonisasi atau praktik memerdekakan diri suatu bangsa untuk membentuk 
                                                          
10Bright Theu, “The Law of Self-Determination (Secession In Perspective): Way Forward After Kosovo and 
Southern Sudan”, Disertasi, Faculty of Law of the University of Pretoria, 2009, hlm. 14. 
11Suharyo, dkk., “Interaksi Hukum Nasional dan Iternasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme 
di Indonesia”, Laporan  Akhir Tim Penelitian Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 8. 
12Syamsul Hadi, dkk., 2007, hlm. 243. 
13 Suharyo, dkk., hlm. 42. 
Jurnal Hukum Staatrechts, Vol. 2 No. 1 (2019) 37 
 
sebuah negara merdeka; (2) berkaitan dengan kebebasan penduduk menentukan nasib sendiri 
dalam konteks partisipasi penduduk dalam menentukan kebijakan serta implementasinya di 
suatu negara.14 
Konsep hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination) dalam 
hukum internasional merupakan salah satu kategori dari hak asasi manusia (HAM) yang terus 
berkembang secara dinamis. Tuntutan ‘menentukan nasib sendiri’  datang tidak hanya dari 
perorangan namun juga suku, etnis, atau bangsa yang merasa harus segera menentukan 
nasibnya sendiri. Merka umumnya adalah pihak atau golongan minoritas suatu etnis atau suku 
dalam suatu wilayah yang merasa diperlakukan secara tidak adil.15 ‘Penentuan nasib sendiri 
(self determination)’ untuk perolehan wilayah dilakukan dengan ‘plebisit (plebiscite)’. Plebisit 
merupakan salah satu bentuk pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya menyusul 
dilaksanakannya pemilihan umum atau referendum. Hak penentuan nasib sendiri telah 
dirumuskan dan ditetapkan dalam Deklarasi dekolonisasi.16 Hak menentukan nasib sendiri juga 
bermakna bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk 
untuk bebas mengelolah dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam.17 
Penentuan nasib sendiri berperan dalam hubungannya dengan pembentukan negara, 
mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara dalam merumuskan kriteria untuk 
penyelesaian perselisihan.18 Pada dinamikanya muncul ‘hak menentukan nasib sendiri secara 
internal’ (internal self-determination). Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 dan 1541 (XV) 
Tahun 1960 dan UN Convention on Humat Rights 1966 tidak membedakan antara hak 
menentukan nasib sendiri yang ke dalam (external self-determination atau bersifat ke luar. 
c) Konsep Tidak Turut Campur (Non-Intervention) 
Istilah intervensi (intervention) berarti ‘campur tangan secara diktator’ oleh suatu 
negara terhadap urusan dalam negeri lainnya. Hal itu dilakukan dengan maksud baik, yaitu 
untuk memelihara atau mengubah kondisi nyata di suatu negara. Intervensi menimbulkan 
masalah karena bertentangan dengan asas non-intervensi dalam hukum internasional. Asas 
‘non intervensi’ berintikan pemikiran bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk 
                                                          
14N. Doc. A/CONF.157/23, 12 July 1993, “World Conference on Human Rights”, Vienna, 14-25 June 1993, 
Vienna Declaration on Programme of Action, Paragraph 2. 
15Rafika Nur, “Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)”, 
Jurnal Hukum Internasional, Vol. I, No.1, Juli 2013, hlm. 69. 
16Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 32. 
17UN. Doc. General Assembly Resolution 2200 (XXI) dan General Assembly Resolution 2200A (XXI). Article. 1 
(1): article. 2 (1). 
18Malcolm N. Shaw, International Law, Grotius Publication, England 1997, hlm.177. 
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mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain. Asas ini merupakan satu 
dari lima prinsip peaceful coexistence yang tercantum dalam Piagam PBB. Asas ini juga 
diadopsi oleh para pendiri ASEAN dengan penyesuaian tertentu terhadap norma-norma 
regional. 
Konsekuensi dari keberadaan asas non intervensi: (1). Pantangan untuk mengkritisi 
tindakan apapun dari satu negara anggota terhadap warga negaranya, termasuk pelanggaran 
terhadap hak-hak manusia, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara 
berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya; (2)  mengkritisi tindakan dari satu negara 
yang melanggar prinsip non intervensi; (3) menolak pengakuan, permohonan suaka, ataupun 
bentuk dukungan lainnya terhadap kelompok pemberontakan yang mengganggu kestabilan 
nasional negara tetangga; (4) menyediakan dukungan politis dan bantuan materi untuk negara 
yang sedang berkampanye menentang kegiatan-kegiatan subversif yang mengganggu stabilitas 
negara.  
d) Konsep Penentuan Pendapat Rakyat (Referendum) 
Referendum berasal dari kata bahasa Latin, refero berarti ‘kembalikan’, maksudnya, 
mengajukan pertanyaan kepada rakyat. Referendum merupakan ‘jajak pendapat’ sebagai suatu 
proses pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang 
memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, yang salah satunya berupa perubahan wilayah 
suatu negara. Referendum adalah pemberian suara tentang masalah yang menjadi kepentingan 
dan perhatian publik, dilaksanakan di bawah UU Referendum, dan hasilnya 'biasanya' 
mengikat pemerintah. 
Terdapat pula istilah plebisit (plebiscite), juga berasal dari bahasa Latin, plebiscita yang 
berarti ‘maklumat’ atau ‘dekrit’ dari Dewan Plebeian. Plebisit adalah pemungutan suara rakyat 
dari suatu wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat masyarakat wilayah tertentu  atau 
referendum.19 Plebisit dengan referendum sulit dibedakan. Plebisit adalah pemberian suara 
untuk masalah yang sama, namun hasilnya 'dapat' atau 'mungkin' mengikat pemerintah. Plebisit 
yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa antar dua negara 
atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu.20 Referendum kemerdekaan Catalonia 
mengejutkan dunia dan diikuti dengan berbagai pertanyaan dan spekulasi mengenai motif dan 
implikasi kemunculan separatisme. 
 
                                                          
19Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar, “Legalitas Pelaksanaan Referendum di Crimea Dalam Hukum 
Internasional”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 2.  
20Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 22. 
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e) Konsep Separatisme (Separatism) 
Separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk ‘memisahkan diri’ atau 
‘mendirikan negara sendiri’.Gerakan separatisme umunya berbasis ‘nasionalisme’ atau 
‘kekuatan religius’. Separatisme merujuk pada berbagaiupaya yang dilakukan oleh mereka, 
para aktor non-negara, melalui segala bentuk aktivitas yang merongrong dan mengganggu, 
yang berakibat mengancam integritas wilayah dan kedaulatan, serta kelangsungan dan masa 
depan negara.21 Embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul karena ketidakpuasan 
elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. 
Umumnya gerakan separatis menggunakan ‘penentuan sendiri’ sebagai dasar gerakan. 
Hak untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi prindip dasar hukum internasional umum 
yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma 
yang mengikat dan tidak dapat disimpangi, yang sering disebut sebagai jus cogens. Prinsip ini 
membatasi kehendak bebas negara dalam menyelesaikan masalah gerakan separatis yang 
terjadi di wilayahnya.22 Meskipun nasionalisme bukan merupakan hal baru, namun Cataloni 
tidak selalu bersifat separatis. 
 
2. Landasan Teori 
Teori yang digunakan meliputi: (1) Teori pemisahan diri (secession) merupakan evolusi 
dari perkembangan; (2) Teori penentuan nasib sendiri (self-determination ). Hak penentuan 
nasib sendiri dianalisis dari dua perspektif , yaitu (a) berkaitan dengan dekelonosasi atau 
praktik memerdekakan diri dari sebuah bangsa untuk membentuk sebuah negara yang merdeka; 
(b) berkaitan dengan kebebasan kolektif penduduk untuk menentukan nasib sendiri bukan 
dalam rangka membentuk negara baru.  
Separatisme atau ‘gerakan separatisme’ merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk 
mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah (umumnya kelompok dengan 
kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Munculnya ide separatisme memicu 
terjadinya disintegrasi bangsa. Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu 
bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Merupakan suatu kondisi negara telah 
gagal mengayomi dan menjaga keutuhan bangsa. Disintegrasi bangsa dilatarbelakangi oleh 
masalah-masalah berupa konflik vertikal dan horisontal.  
                                                          
21Poltak Portogi Nainggolan, “Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua International”, Jurnal Kajian, 
Vol. 19, No. 3, Sept. 2014, hlm. 185. 
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Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara rakyat di suatu daerah dengan 
pemerintahannya. Konflik horisontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau 
kelompok yang sekelas atau sederajat. Konsep Separatisme. Separatisme merupakan suatu 
gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok 
manusia (umumnya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau 
suatu negara lain). Gerakan separatisme biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. 
Separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis diinisiasi 
melalui rasa benci kepada pemerintah pusat, kelompok suku, atau suatu agama yang dominan.23 
Tentang separatisme menurut hukum internasional terdapat dua  pendekatan: (1) untuk 
mengetahui siapa yang memaksakan dan bertanggung jawab terjadinya pergerakan 
separatisme. (2) untuk mengetahui gerakan suatu etnis yang memilih untuk meninggalkan 
daerahnya atau mempertahankan otonomi daerah teritorial. Konsep separatisme pertama 
bertujuan untuk membandingkan apa yang terjadi di masa sekarang dan apa yang terjadi di 
masa lalu. Penjelasan untuk konsep kedua, dibedakan antara (a) kasus yang memerlukan 
perbandingan bukan hanya masalah waktu terjadinya separatisme melainkan juga seluruh 
aspek dalam dinamika separatisme tersebut. Sejarah permusuhan antara Barcelona dan Real 
Madrid berawal pada masa penguasa diktator di Spanyol pada tahun 1930. Jenderal Franco 
melarang penggunaan bendera dan bahasa daerah Catalan. FC Barcelona kemudian menjadi 
satu-satunya tempat dimana sekumpulan besar orang dapat berkumpul dan berbicara dalam 
bahasa daerah mereka. Oleh sebab itu setiap pertandingan pendukung Barca selalu membawa 
bendera Catalonia sebagai bendera dan identitas mereka (bukan bendera nasional Spanyol).  
Munculnya gerakan separatisme, salah satunya konflik etnis. Tidak semua gerakan-
gerakan disebut gerakan separatis, khususnya yang terjadi pada masa kolonial di negara-negara 
Asia dan Afrika. Doktrin untuk menentukan nasib suatu bangsa dapat dilihat melalui konsep-
konsep tentang kedaulatan, dan nasionalisme. Doktrin untuk memisahkan diri dipengaruhi oleh 
rasa untuk menjaga kehormatan bangsa itu sendiri. Berdasarkan perspektif ini, seperatisme 
merupakan suatu pemikiran atau ide untuk mengekspresikan kebebasan dalam suatu wilayah 
tertentu dan juga diperlukan rasa kebersamaan yang khas dari suatu kelompok etnis tersebut. 
Tindakan Catalan yang ingin merdeka dari Spanyol sangat cocok dengan konsep 
separatisme ini. Alasannya, suatu kelompok dengan kesadaran yang sama berupaya ingin 
keluar dari wilayah otoritas Spanyol. Penyebab etnis Catalan untuk memerdekakan diri karena 
                                                          
23Dewi Fortuna Anwar dkk, Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di 
Asia Pasifik. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 213. 
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adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Spanyol. Barcelona adalah ibukota dari Provinsi 
Catalonia (Catalunya), yang sebagian besar penduduknya adalah dari suku bangsa Catalan dan 
Basque. Barcelona merupakan cerminan dari dendam masa lalu dimana pemberontakan dan 
perjuangan sosial politik kaum tertindas, terpinggirkan, terjajah di sebuah wilayah kekuasaan 
yang bernama kerajaan Spanyol. Gambaran perlawanan yang terlihat jelas adalah kalimat 
‘Catalonia is Not Spain’ yang selalu menghiasi spanduk fans Barcelona ketika Barcelona 
bertanding melawan Real Madrid. Etnis Catalan memiliki bahasa dan budaya yang berbeda 
dengan Spanyol, dan bahasa daerah yang selalu mereka pergunakan dilarang untuk diucapkan. 
Atas dasar persamaan merasa budaya dari nenek moyang mereka dilarang inilah Catalan 
merasa terjajah dan dianak tirikan. Pada dasarnya juga wilayah Catalan dan Spanyol juga 
berbeda sebelum abad 15. 
 
3. Pemisahan (Secession) dan Penentuan Diri (Self-Determination) 
a. Pemisahan Diri (Secession) Catalonia 
Akar ide pemisahaan Catalonia melepaskan diri dari Spanyol salah satunya akibat 
terjadinya perang sipil yang terjadi di Spanyol, antara kubu Republikan melawan kubu 
Nasionalis. Spanyol di abad ke-17 merupakan salah satu negara adidaya di dunia. Namun 
memasuki abad ke-20, kondisinya benar-benar berubah total, industrinya tertinggal 
dibandingkan negara-negara di kawasan Eropa. Pada pekerbangannya, ‘otonomi khusus’ 
Catalonia sebagai dasar hukum Catalonia kontroversial di pihak nasionalis Spanyol. Tahun 
2006, partai Partido Popular mengajukan banding terhadap pasal Undang Undang Otonomi 
Catalonia yang dianggapnya tidak konstitusional, khususnya berkaitan dengan ketentuan 
bahwa Catalonia merupakan suatu ‘bangsa’. Banding itu berhasil mengubah pandangan para 
hakim Mahkamah Konstitusi Spanyol yang pada tahun 2010 bersepakat untuk 
mengamandemen Undang Undang Otonomi yang menetapkan bahwa Catalonia atas dasar 
hukum tidak diakui sebagai suatu ‘bangsa’. Keadaan ini telah menciptakan gerakan pro 
kemerdekan bagi Catalonia. 
Upaya-upaya yang dilakukan Catalonia guna mendapat pengakuan terhadapa ‘identitas 
bangsa’ Catalonia melalui: (1) klub sepakbola FC Barcelona salah satunya. Klub sepakbola ini 
dianggap merepresentasi identitas dan harga diri bangsa Catalonia; (2) diaspora masyarakatnya 
yang berada di luar Catalonia. Hal ini sebagai upaya penyebaran dan pengakuan ‘identitas 
bangsa’  Catalonia dalam upaya melepaskan diri dari Spanyol. Melalui peran diaspora 
Catalonia diharapkan tumbuh pengakuan dan dukungan dari negara lain. 
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Sebab-sebab terjadinya keinginan memisahkan diri, yaitu: (1) perbedaan identitas dan 
pergolakan nasionalisme. Sejarah Catalonia dirasa sangat berbeda dengan Spanyol. Catalunya 
merupakan daerah independen di Semenanjung Iberia  antara Spanyol dan Portugal, yang 
memiliki bahasa, peraturan hukum dan tradisinya sendiri. Catalonia tidak hanya merasa 
berbeda dalam segi politik, sejarah, dan ekonominya saja, mereka mengakui bahwa dalam hal 
selera makan dan sepakbola mereka pun tidak sama. Mereka sangat bangga dengan koki 
mereka, dalam sepakbola Catalonia juga memiliki idola sendiri yaitu, FC Barcelona.Sedangkan 
Spanyol idolanya ialah Real Madrid. Kedua tim sepakbola ini telah menimbulkan rasa sentimen 
nasionalisme yang berbeda antara Catalonia dengan Spanyol; (2) tersisihkan karena kurang 
dihargai. Catalonia merasa tersisihkan karena kurang dihargai oleh Spanyol. Masyarakat diluar 
negara itu menganggap bahwa Catalonia daerah miskin miskin, walau dalam kenyataannya 
masyarakat Catalonia tidak memandang demikian.  
Kelompok atau orang yang ingin ‘memisahkan diri’ untuk mendapatkan sebuah 
kedaulatan karena: (1) merasa tidak puas, merasa berbeda dan sebagainya. Orang-orang ini 
disebut separatis yang berupaya untuk mendapatkan sebuah kedaulatan sebagai bangsa atau 
suatu kelompok mereka. Biasanya orang yang berbuat separatis, mereka tidak mau dikatakan 
separatis karena mereka menganggap istilah tersebut kasar. Mereka lebih menganggap diri 
mereka disebut dengan determinasi diri; (2) penindasan kaum minoritas. Adanya kasta, lalu 
penindasan kaum yang kuat terhadap kaum yang lemah. Sehingga membuat sekelompok itu 
tidak nyaman berada dilingkungannya.24 
Catalonia mengalami penindasan dalam ekonomi yang sebagian besar pendapatan 
negaranya dialihkan atau dieksploitasi oleh Spanyol, sehingga Catalonia dianggap negara yang 
miskin. Tetapi dalam kenyataannya, Catalonia menyumbang ekonomi terbesar untuk Spanyol 
dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain ekonomi, dalam hal politik, politik Catalonia tidak 
diberikan hak otonomi nya sendiri, sehingga masyarakat merasa tidak puas akan hal tersebut. 
Partai-partai regional Catalan secara historis kuat dan telah menjadi kekuatan separatis di 
Catalonia. Lalu dalam hal kultural, masyarakat Catalonia merasa kecewa, karena identitas 
bahasa dan budaya mereka yang tidak dianggap dan diakui oleh Spanyol sehingga bangsa 
Catalan ingin melepaskan diri dan ingin membentuk negaranya sendiri. Sejak 22 Desember 
2010 Mahkamah Agung Spanyol membuat keputusan mewajibkan Pemerintah Catalan untuk 
                                                          
24 Horowitz, 1981, hlm. 5. 
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menggunakan bahasa Kastilia (Spanyol) bukan bahasa Catalan sebagai bahasa pengajaran di 
sekolah-sekolah.25 
Setiap negara mempunyai kewajiban untuk mendukung hak menentukan nasib sendiri 
(self-determination) sebagaimana tercantum di dalam berbagai instrumen hukum. Hasil 
referendum Di Calonia dapat dipercaya? Referendum itu dinyatakan ilegal oleh Pengadilan 
Konstitusi Spanyol. Mahkamah Konstitusi Spanyol menangguhkan resolusi parlemen 
Catalonia, di bagian timur negara itu, untuk menggelar referendum kemerdekaan pada 
September 2017. Hakim Mahkamah Agung mengatakan dalam sebuah pernyataan mengaskan 
bahwa mereka "menunda ... resolusi parlemen Catalonia yang berencana menggelar 
referendum pada tahun 2017". Pengadilan menangguhkan resolusi itu, yang disetujui majelis 
Catalonia, selama lima bulan diputuskan. Setelah itu, putusan tersebut bisa menjadi tetap atau 
dicabut. Pengadilan juga memperingatkan Puigdemont dan Ketua DPR Carme Forcadell agar 
mematuhi putusan MA tersebut atau bakal menghadapi tuntutan pidana.  
b. Penentuan Diri (Self-Determination) Catalonia 
Presiden Generalitat Catalonia dari 2010 hingga 2015, Artur Mas mulai melakukan 
upaya-upaya ke arah Catalonia merdeka. Ia ingin memperoleh kemerdekaan Catalonia dengan 
cara legal serta tidak melanggar konstitusi. Dua  tahun setelah masa jabatannya yang pertama, 
Artur Mas menyatakan di Parlemen bahwa sudah waktunya bagi masyarakat Catalonia untuk 
menggunakan hak diri sendiri negaranya. Pada bulan Desember 2013, ia dengan para 
pemimpin dari lima partai parlemen Catalan, mengumumkan tanggal referendum penentuan 
nasib independent Catalan, tanggal 9 November 2014.  Artur Mas memberi pertanyaan 
"Apakah Anda ingin Catalonia menjadi negara?" dan "Seandainya ada respons yang tegas, 
apakah Anda ingin Negara ini menjadi independen.26 
Bulan April 2014, Usulan referendum diajukan pada Parlemen Spanyol. Pada 
pemungutan suara itu dikalahkan dengan angka 299 melawan 47. Berdasarkan Konstitusi 
Spanyol, referendum mengenai kedaulatan harus diadakan secara nasional dan bukan regional. 
Pemerintah Spanyol memveto referendum itu. Arthur Mas menentang perintah dari pengadilan 
konstitusional Spanyol, ia kemudian didakwa oleh jaksa agung dengan memutarbalikkan 
jalannya keadilan, penyalahgunaan dana publik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya ia 
menghadapi pelarangan untuk memangku jabatan publik hingga 10 tahun dan di denda 36.500 
Euro.27 
                                                          
25 Unesco Centre of Catalonia, “Annual Report 2010”, 2010, hlm. 8 
26 hlm. 5 
27 David, 1994, hlm. 60. 
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Pasca pemerintahan Arthur Mas, Catalonia di pimpin Presiden Carles Puigdemont. Ia 
tokoh politik berasal dari etnis Catalan. Dengan bendera pro-kemerdekaan. Puigdemont 
mengkonsolidasikan dukungan para Catalans untuk mendirikan republik yang merdeka. 
Tanggal 1 Oktober 2017, jutaan orang Katalonia memberikan suara dalam referendum, dengan 
sebagian besar pemilih mendukung kemerdekaan. 
 
4. Pelaksanaan dan Legalitas Referendum Pemisahan Diri Catalonia  
a. Gambaran Umum dan Sejarah Catalonia 
Catalonia merupakan wilayah kaya yang dimiliki oleh negara Spanyol. Sumber utama 
pemasukan negara Spanyol, 20 persennya berasal dari Catalonia. Catalonia memiliki 
pantaiyang indah yang membentang dari Costa Brava di Girona sampai Costa Dorada di 
Tarragona, termasuk kekayaan biota laut yang melimpah. Cataloniajuga juga dikenal sebagai 
penghasil anggur dan minyak zaitun di Spanyol yang berkulitas terbaik. Bangsa Catalan 
merupakan julukan bagi warga yang mendiami teritori bernama Catalonia, merupakan sebuah 
wilayah yang berbatasan dengan Perancis bagian selatan, lalu Laut Mediterania disebelah 
timur, serta wilayah Spanyol Aragon dan Valencia di barat. secara Catalonia terdiri dari empat 
subprovinsi, yakni Barcelona, Girona, Lleida dan Tarragona. Catalonia beribu kota di 
Barcelona yang merupakan kota terbesar kedua di Spanyol setelah Madrid. Kota itu juga 
menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Eropa. Bangsa Catalan tidak pernah merasa 
diri mereka sebagai bagian dari Spanyol. Kerajaan Spanyol menaklukkan wilayah Catalonia 
pada tahun 1714.4 Catalonia memiliki pemerintahan yang mengatur wilayahnya sendiri. 
Kekuasaaannya berdasarkan Konstitusi Spanyol dan Statue of Autonomy yang mengatur 
hukum institusi komunitas otonom di Spanyol. Pemerintahan otonom di Catalonia memiliki 
sebutan sendiri yaitu Generalitat. Generalitat tersusun dari presidensi, pemerintah dan institusi 
lain yang didirikan berdasarkan Statue of Autonomy, seperti Dewan Penjamn Undang-Undang, 
Ombudsman, Kantor Audit Publik,dan Otoritas Broadcasting Catalan. Dewan Kota, Dewan 
Daerah, dan badan pemerintah local lainnya termasuk ke dalam system institusi Generalitat. 
Sejak tahun 1979, wilayah ini secara bertahap semakin besar level otonominya. Generalitat 
memegang yuridiksi yang luas dan eksklusif dalam bermacam aspek seperti kebudayaan, 
lingkungan, komunikasi, transportasi, perdagangan, keamanan publik, dan pemerintahan lokal. 
Dalam beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan peradilan, Catalonia berbagi 
yuridiksi dengan pemerinta pusat Spanyol. Salah satu contoh tingginya level otonomi Catalonia 
adalah kepemilikan angkatan kepolisian sendiri yang bernama Mossos d’Esquadra. 
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Rasa persamaan memiliki budaya yang sama dan berbeda seperti halnya Norwegia, 
yang saat ini digunakan oleh bangsa Catalan. Dengan penduduk sekitar tujuh juta jiwa, 
Catalonia terdiri hanya seperenam dari seluruh penduduk Spanyol. Catalonia memberi 
kontribusi seperlima dari perekonomian Spanyol. Kesejahteraan, dan juga bahasa lokal serta 
tradisi politik Catalonia merupakan dasar dari tuntutan untuk mendapatkan otonomi lebih 
besar. Saat Spanyol bangkit dari kediktatoran selama puluhan tahun di akhir tahun 1970, hanya 
sedikit kalangan yang mempertanyakan status otonomi yang diberikan pada Catalonia. 
Identitas dan bahasa Catalonia mendapatkan tekanan selama puluhan tahun. Di Catalonia, 
koalisi regional terpecah, dengan kelompok radikal pro kemerdekaan menarik dukungan 
mereka. Ketegangan di Barcelona menunjukkan, sebagian kalangan di masyarakat Catalan 
tetap menuntut otonomi yang lebih besar. Tahun 2006, warga Catalan di Barcelona menuntut 
otonomi lebih besar pada Parlemen Barcelona dengan menggelar referendum. Otonomi yang 
lebih besar ini termasuk dalam urusan pajak dan peradilan.  
Cara-cara menuntut kemerdekaan terlihat ketika Barcelona bertanding melawan Real 
Madrid. Suporter Barcelona selalu membawa banner yang berisikan keinginan untuk merdeka 
dari Spanyol. Begitu juga dengan penggunaan lambang bendera Catalan saat menonton 
pertandingan, padahal sudah dilarang oleh pihak pemerintah Spanyol. Masyarakat Catalonia 
memiliki keterikatan dengan FC Barcelona disebabkan adanya kesamaan nasib, yaitu ‘ditekan 
oleh rezim berkuasa’. Keterikatan sejarah antara klub sepakbola dengan masyarakat ditandai 
dengan beberapa peristiwa: (1) terbunuhnya presiden klub pada tahun 1936; (2) adanya 
pemaksaan penggantian nama klub dengan versi bahasa Spanyol; dan (3) ketidakbebasan 
masyarakat mengekspresikan identitas Catalonia. Melalui Barcelona FC, masyarakat dapat 
menyalurkan kepentingan mereka, yaitu ‘mengekspresikan identitas nasionalnya’. Di klub ini 
juga dijunjung tinggi semangat demokrasi dan anti-sentralitas. Yang paling nyata adalah 
pemilihan jabatan presiden klub yang ditentukan berdasarkan pemilihan umum oleh anggota 
klub. Karena dalam klub ini, anggota klub adalah pemilik asli dari klub. Keanggotaan klub juga 
harus oleh orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan negara Catalonia, sehingga terlihat 
bahwa klub ini dimiliki oleh masyarakat Catalonia. Barcelona FC dijadikan sebagai wadah 
pergerakan bagi masyarakat Catalonia untuk menyuarakan kemerdekaan mereka.  
Dalam sebuah pemungutan suara ‘pura-pura’ yang dilakukan pada November 2014, 
kelompok pro-kemerdekaan itu dengan tegas mengharapkan terbentuknya sebuah negara 
Catalan yang merdeka, lepas dari Spanyol. Dalam pemungutan suara itu, terdapat 88 persen 
suara yang tersaring. Mayoritas menghendaki kemerdekaan Catalan. Masyarakat juga siap jika 
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harus keluar dari Uni Eropa. Pemungutan suara ini sebagai protes atas dihentikannya rencana 
referendum oleh Mahmakah Konstitusi Spanyol. Referendum dijanjikan diberikan kepada 
masyarakat Catalan. Namun, dengan alasan referendum itu tidak konstitusional, Pemerintah 
Spanyol membatalkannya. Jajak pendapat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan, 
mayoritas penduduk Catalan menginginkan kemerdekaan. Bahkan hampir separuhnya 
menghendaki, seharusnya pelepasan dari Spanyol sudah dilakukan dari dulu. 
 
b. Gerakan Kemerdekaan Catalonia 
Gerakan kemerdekaan Catalunya telah dimulai sejak diktator fasis Fransisco Franco 
berkuasa pada 1939. Di bawah Franco, penggunaan bahasa Catalunya dilarang dan semua 
institusi pemerintah setempat dihapus untuk mengakhiri regionalisme di Spanyol. Setelah 
pemerintahan Franco berakhir pada 1975, keadaan perlahan berubah. Pemerintah Spanyol 
mengembalikan status Catalunya sebagai wilayah otonom. Terdapat dua alasan mengapa 
Catalunya menuntut merdeka: (1) krisis ekonomi 2008, yang telah menyebabkan kenaikan 
angka pengangguran dan utang di Spanyol, tak terkecuali di Catalunya. Berdasarkan data 
pemerintah dari 2005 hingga 2016, ditemukan korelasi yang tinggi antara dukungan 
kemerdekaan dan pengangguran di Catalunya. Masyarakat Catalunya percaya bahwa Madrid 
punya andil besar dalam krisis tersebut. Asumsi ini diperkuat lagi dengan permintaan Madrid 
kepada Catalunya untuk membayar pajak lebih tinggi dibanding wilayah lain guna memperkuat 
perekonomian wilayah miskin di Spanyol. Menurut Reuters, Catalunya membayar pajak senilai 
12 miliar dolar per tahun kepada Madrid. Nyatanya, jumlah pajak sebesar itu tidak berkorelasi 
dengan besarnya imbalan yang diperoleh Catalunya. Seketika isu pajak, krisis finansial, 
pengangguran, hingga rasa terabaikan yang dialami Catalunya menghidupkan kembali gejolak 
separatisme. Alasan kedua, keputusan Madrid untuk membatalkan pemberlakuan Undang-
Undang Peradilan Konstitusi 2010. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan dalam Statuta Otonomi Catalunya agar setara 
dengan konstitusi. Kedua alasan di atas meyakinkan masyarakat Catalunya bahwa kehidupan 
mereka akan menjadi lebih baik apabila berada di bawah kendali pemenrintah sendiri.  
Sejak saat itu, Pemerintah Spanyol gigih menentang referendum dengan alasan bahwa 
tindakan tersebut dilarang konstitusi 1978, yang salah satu pasalnya berbunyi “setiap wilayah 
merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Bangsa Spanyol.” Tuntutan referendum 
juga didasari politik identitas yang kuat. Budaya, tradisi, hingga bahasa Catalunya telah 
memberikan identifikasi ataupun karakter yang melekat pada setiap masyarakat Catalunya. 
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Menurut penelitian, dua nilai suci Catalunya dianggap memotivasi gerakan kemerdekaan, 
yakni menentukan nasib sendiri dan melindungi identitas Catalunya.  
Studi-studi yang ada, penolakan terhadap aspirasi separatis umumnya hanya akan 
memperbesar gerakan kemerdekaan lebih jauh. Sampai referendum itu terjadi, masih banyak 
orang yang bingung memilih. Namun, setelah Madrid menolak referendum mentah-mentah, 
banyak yang kecewa dan menyatakan dukungan atas kemerdekaan. Memburuknya situasi di 
sekitar referendum Catalunya pada 2017 silam menunjukkan satu hal: demokrasi tidak berjalan 
baik. Hammad Sheikh, Angel Gomez, dan Scott Atran dalam studinya menyebutkan hanya 23 
persen orang Spanyol yang menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang sakral.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai warga di Spanyol, Hammad Sheikh dan 
kawan-kawan menyimpulkan bahwa turunnya kepercayaan masyarakat disebabkan karena 
pemerintah pusat tidak responsif dalam memenuhi kebutuhan warga. Bagi masyarakat Spanyol 
(yang menjadi narasumber dalam studi tersebut), demokrasi Spanyol adalah ketika para pejabat 
mencuri jutaan uang rakyat, tanpa peduli nasib warganya, dan memprioritaskan kekuasaan 
pribadi belaka. Partai Rakyat yang saat itu berkuasa, misalnya, terlibat dalam 65 kasus korupsi. 
Sikap Perdana Menteri Rajoy yang kerap membela para tersangka pun dinilai mengecewakan. 
Walaupun rezimnya sudah berakhir, bau amis warisan yang ditinggalkan Franco nyatanya tetap 
kekal.28  
 
c. Pelaksanaan Referendum Pemisahan Diri Catalonia 
Beberapa pergerakan perjuangan rakyat yang mengatasnamakan identitas sebagai 
‘kesatuan nasionalisme’ suatu golongan baik itu mayoritas ataupun minoritas menjadi ciri khas 
pasca kolonialisme. Nasionalisme merupakan sebuah ideologi yang ada di seluruh dunia. 
Beberapa gerakan itu, seperti ‘nasionalisme rastafari’ yang meliputi beberapa bagian di Afrika. 
‘Nasionalisme Norwegia’ tahun 1850-an membuktikan hal ini. Norwegia membentuk negara 
kesatuan yang dipaksakan dengan Swedia. Semakin banyak orang Norwegia berpendidikan 
yang tinggal di berbagai kota diilhami oleh gerakan-gerakan serupa yang ada di sekitar Eropa. 
Orang-orang itu merasa harus memiliki negara sendiri. Mereka menemukan berbagai tradisi 
kerakyatan yang tampak khas. Orang-orang sekitar membawa tradisi-tradisi Norwegia ke kota, 
mempertontonkannya, dan menampilkannya sebagai ungkapan rakyat Norwegia bahwa inilah 
mereka. 
                                                          
28Faisal Irfani, "Referendum Catalunya: Kisah Kemerdekaan yang Gagal di Barcelona", https://tirto.id/c8uw 
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Simbolisme nasional perlahan-lahan dikembangkan dan menekankan matra-matra 
kehidupan pedesaan Norwegia yang dianggap unik. Hal ini didayagunakan untuk memapankan 
gagasan tentang etnis dan bangsa Norwegia. Dalam kurun yang sama disusun sebuah 
historiografi nasional, yang menekankan kesinambungan dengan Kekaisaran Norwegia dari 
masa dinasti Viking. Sembari diciptakan sebuah kususastraan nasional, kesenian nasional, 
musik nasional dan sebuah bahasa nasional baru yang berpijak pada dialek-dialek pedesaan 
tertentu, dan karenanya secara mencolok berbeda dari bahasa Denmark. Semua upaya itu 
dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Norwegia sesungguhnya merupakan sebuah negara 
tua lengkap dengan satu kebudayaan yang unik, dan karenanya berhak memperoleh 
kemerdekaan. Norwegia dengan memanfaatkan rasa persamaan memiliki budaya yang sama 
dan berbeda. 
Setelah melakukan referendum sebanyak dua kali, yaitu pada tahun pada bulan 
November 2014 dan September 2015. Dan hasil dari referendum tersebut menghasilkan 80% 
dari masyarakat Catalonia menginginkan daerah itu beribukota Barcelona serta untuk merdeka 
dari pemerintahan Spanyol. Pemerintah Catalonia melakukan negosiasi apakah referendum ini 
sah secara hukum atau tidak. Pemerintah Catalonia mencari kesepakatan dengan pemerintah 
pusat Spanyol sampai tercapai tujuan yang diinginkan tercapai. 
Dipimpin Presiden Carles Puigdemont, tanggal 1 Oktober 2017, jutaan orang Katalonia 
memberikan suara dalam referendum, dengan sebagian besar pemilih mendukung 
kemerdekaan. Pemungutan suara dinyatakan tidak konstitusional oleh pengadilan negara. 
Namun, Puigdemont dan pendukungnya menantang ketika ia mendorong referendum kedua di 
kawasan itu untuk kemerdekaan dalam tiga tahun. Empat minggu setelah referendum, 
Catalonia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan,dengan pemerintah Spanyol di Madrid 
untuk segera memicu adanya Pasal 155, yang memungkinkan pemerintah nasional untuk 
mengambil kendali langsung Catalonia. Tanggal 30 Oktober Puigdemont dan anggota lain dari 
pemerintah Catalan dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan 
dana publik, tuduhan yang membawa hukuman maksimal 30 tahun menurut hukum Spanyol. 
Puigdemont dan lima menteri Catalan melarikan diri ke Belgia, setelah meninggalkan 
Catalonia tepat setelah tuduhan itu dilayangkan. Pada 7 Desember 2017, 45.000 pengunjuk 
rasa Catalan turun di Brussels untuk mendukung presiden yang diasingkan. 
Sambil tetap di pengasingan sendiri, Puigdemont memperebutkan pemilihan regional 
pada 21 Desember dan terpilih kembali ke Parlemen. Dalam pemilihan, kaum separatis Catalan 
mempertahankan di Parlemen Catalan. Setelah pemilihan, Puigdemont meminta pembicaraan 
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tanpa syarat baru dengan pemerintah Spanyol dan mengusulkan untuk bertemu Perdana 
Menteri Spanyol Rajoy di luar Spanyol, tetapi yang terakhir menolak tawaran itu. 
d. Legalitas Referendum Catalonia Berdasarkan Hukum Internasional  
Beberapa pergerakan perjuangan rakyat yang mengatasnamakan identitas sebagai 
‘kesatuan nasionalisme’ suatu golongan baik itu mayoritas ataupun minoritas menjadi ciri khas 
pasca kolonialisme. Nasionalisme merupakan sebuah ideologi yang ada di seluruh dunia. 
Beberapa gerakan itu, seperti ‘nasionalisme rastafari’ yang meliputi beberapa bagian di Afrika. 
‘Nasionalisme Norwegia’ tahun 1850-an membuktikan hal ini. Norwegia membentuk negara 
kesatuan yang dipaksakan dengan Swedia. Semakin banyak orang Norwegia berpendidikan 
yang tinggal di berbagai kota diilhami oleh gerakan-gerakan serupa yang ada di sekitar Eropa. 
Orang-orang itu merasa harus memiliki negara sendiri. Mereka menemukan berbagai tradisi 
kerakyatan yang tampak khas. Orang-orang sekitar membawa tradisi-tradisi Norwegia ke kota, 
mempertontonkannya, dan menampilkannya sebagai ungkapan rakyat Norwegia bahwa inilah 
mereka. 
Simbolisme nasional perlahan-lahan dikembangkan dan menekankan matra-matra 
kehidupan pedesaan Norwegia yang dianggap unik. Hal ini didayagunakan untuk memapankan 
gagasan tentang etnis dan bangsa Norwegia. Dalam kurun yang sama disusun sebuah 
historiografi nasional, yang menekankan kesinambungan dengan Kekaisaran Norwegia dari 
masa dinasti Viking. Sembari diciptakan sebuah kususastraan nasional, kesenian nasional, 
musik nasional dan sebuah bahasa nasional baru yang berpijak pada dialek-dialek pedesaan 
tertentu, dan karenanya secara mencolok berbeda dari bahasa Denmark. Semua upaya itu 
dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Norwegia sesungguhnya merupakan sebuah negara 
tua lengkap dengan satu kebudayaan yang unik, dan karenanya berhak memperoleh 
kemerdekaan. Norwegia dengan memanfaatkan rasa persamaan memiliki budaya yang sama 
dan berbeda. 
Pemerintah Madrid telah menempatkan aparat kepolisian di Catalonia di bawah kendali 
pemerintah pusat. Selain itu, pasukan regional, Mossos d'Esquadra, juga diperintahkan untuk 
membantu memberlakukan larangan itu. Pihak berwenang Spanyol telah menyita kertas suara, 
mengenakan denda terhadap pejabat Catalonia, dan menahan politikus setempat. Polisi juga 
telah menduduki pusat telekomunikasi di wilayah regional itu. Polisi memutuskan sendiri 
bagaimana cara menghentikan orang-orang yang memberikan suara dengan tidak 
menggunakan kekerasan. Surat suara hanya berisi satu pertanyaan, "Apakah Anda ingin 
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Catalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?" Lalu ada dua kotak di bawahnya 
untuk memilih: "Ya" atau "Tidak".29 
Pejabat Pemerintah Catalan mengatakan, kotak suara sudah disiapkan dan diperkirakan 
akan melibatkan jumlah pemilih yang besar. Namun, Kementerian Dalam Negeri Spanyol 
mengatakan, petugas kepolisian mulai mengambil surat suara dan kotak, ketika jajak pendapat 
dibuka.30 Pemerintah Spanyol berusaha untuk menghentikan pemungutan suara yang 
dinyatakan ilegal oleh pengadilan. Polisi Spanyol meninggalkan markas di Ibu Kota Catalonia, 
Barcelona, untuk menindaklanjuti keputusan itu. Polisi anti huru hara berupaya mendorong 
calon pemilih keluar dari tempat pemungutan suara. Polisi bersikeras bahwa tempat 
pemungutan suara tidak akan diizinkan dibuka, dan bahwa orang-orang di dalamnya akan 
diusir. Di beberapa daerah, petani menempatkan traktor di jalan dan di depan pintu untuk 
mengamankan pemungutan suara, demikian laporan sejumlah media di Spanyol. 
Kasus wilayah Quebec di Kanada dan wilayah Basque Spanyol dapat diselesaikan 
melalui pendekatan pemberian otonomi khusus. Hal ini identik dengan pemberian kegiatan 
pemerintahan tersendiri, namun dalam konteks Negara induk (negara kesatuan/federal). 
Pecahnya Uni Soviet menjadi 16 negara anggota Commonwealth of independent States (CIS) 
atau pecahnya Cekoslovakia juga berlangsung damai.31 Warga Catalunya telah memenangkan 
hak untuk sebuah negara merdeka dalam bentuk republik, kata Pemimpin Catalan, Carles 
Puigdemont. Catalunya berupaya merdeka dari Spanyol. Referendum dilakukan dan hasilnya 
pun menggembirakan. Sebanyak 90 persen dari 2,26 juta warga yang mencoblos memilih "Ya" 
untuk menghendaki kemerdekaan. Referendum merupakan pilihan dari kebuntuan proses 
negosiasi  antara pemerintah pusat atau Madrid dan Catalunya. Catalunya beranggapan Madrid 
berlaku tidak adil dengan mengeruk kekayaan Catalunya serta menolak hak untuk ‘menentukan 
nasib sendiri’. Pemerintah Spanyol menempuh langkah-langkah nyata berupa: (1) mengontrol 
penuh anggaran otonomi; (2) memaksa kepolisian daerah untuk menerima komando dari Garda 
Sipil Spanyol; (3) menangkap para pejabat yang terlibat perencanaan referendum; (4) menyita 
sekitar 10 juta surat suara, dan menutup situs-situs berisikan informasi referendum.32 
                                                          
29“Referendum Catalonia Dimulai, Apa yang Terjadi Sebenarnya?", H.U. Kompas, 1 Oktober 2017. 
30"Referendum Catalonia Dimulai, Apa yang Terjadi Sebenarnya?", H.U. Kompas, 1 Oktober 2017. 
31Suharyo, dkk., “Interaksi Hukum Nasional dan Iternasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme 
di Indonesia”, Laporan  Akhir Tim Penelitian Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 39. 
32"Referendum Catalunya: Kisah Kemerdekaan yang Gagal di Barcelona", https://tirto.id/c8uw 
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Setahun setelah parlemen Catalunya mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol. 
Pemerintah Spanyol menggugurkan deklarasi itu dengan membubarkan parlemen serta 
menyerukan pemilihan lokal untuk menggantikan hasil referendum. Pemimpin Catalunya, 
Carles Puigdemont, diberi kesempatan untuk secara legal dan mengadakan pemilihan umum 
di wilayah itu. Keputusan ini diinginkan oleh mayoritas rakyat Catalunya, namun ia tak 
menginginkannya. Oleh sebab itu pemerintah Spanyol mengambil langkah yang diperlukan 
untuk mengembalikan Catalunya ke jalan yang legal. Intervensi terhadap Catalunya, sesuatu 
yang belum pernah terjadi dan dilakukan demi memulihkan keadaan. Puigdemont dan anggota 
kabinet lain yang berada di belakangnya dipecat. 
 
E. PENUTUP 
Pemisahan diri Catalonia dikategorikan bagian dari pemisahan diri dalam arti internal. 
Catalonia sebagai suatu bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hal itu diakui 
dalam perspektif hukum internasional. Perspektif hukum internasional secessionist 
menggunakan strategi pembentukan negara baru melalui ‘hak memisahkan diri’ dengan dasar 
tidak dipenuhinya hak penentuan nasib sendiri secara internal, pelanggaran hak-hak 
fundamental, diskriminasi dan tidak adanya upaya solusi penyelesaian konflik dari pemerintah 
pusat atau negara induk. 
Pengakuan negara-negara terhadap pernyataan kemerdekaan sepihak Catalonia terikat 
pada komitmen negara-negara yang berhubungan langsung dengan negara Spanyol, kecuali di 
luar itu pengakuan kadang diberikan. Penolakan Uni Eropa memediasi Catalonia karena alasan 
hanya mendukung integrasi yang dapat membuat suatu negara tetap stabil. Jika Uni Eropa 
menjadi mediator masalah yang terjadi antara Pemerintah Spanyol dan Catalunya maka secara 
tidak langsung Uni Eropa turut mendukung pemisahan diri itu. 
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